Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi

Chris Ruhupatty
chuhupatty@gmail.com
Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstrak

Artikel ini akan menunjukkan cara memahami
keadilan dari sudut pandang dekonstruksi. Sumber
utamanya adalah makalah Derrida berjudul Force of
Law: The “Mystical Foundation of Authority” (1989).
Pada makalah itu, Derrida tidak menjelaskan ten-
tang ketiadaan dari keadilan atau ketidakadilan hu-
kum, tapi menunjukkan perbedaan antara keadilan
dan hukum. Oleh karenanya, keadilan merupakan
sebuah kemustahilan untuk dikalkulasi dalam cara
apapun, tapi di satu sisi keadilan bisa menjadi se-
buah kemungkinan di dalam hukum. Untuk itu,
artikel ini ditulis bukan hanya untuk mereka yang
mempelajari filsafat secara formal maupun infor-
mal, tapi juga untuk pembelajar maupun praktisi di
bidang hukum.

Abstract

This paper will present how to understand justice from
deconstruction’s point of view. The main resource is Der-
rida’s paper titled: Force of Law: The “Mystical Founda-
tion of Authority” (1989). In that paper, Derrida did not
explain about the nothingness of justice or injustice to
the law, but he shows the difference between justice and
law. Therefore, justice is an impossibility to be calculated
in every way, but on the other hand justice can be a pos-
sibility in law. That is why this article has been written
not only for those who learned philosophy in formal class
or informal, but also for students or practitioners in the
field of law.

Keywords: Derrida, keadilan, hukum, dekonstruksi.
Pendahuluan

Fokus utama dari uraian ini adalah untuk menun-
jukkan perbedaan antara keadilan dan hukum, se-
hingga makalah Derrida (Force of Law) sepanjang
60 halaman tidak akan diulas seluruhnya. Perbe-
daan antara keadilan dan hukum tersebut dijelas-
kan Derrida dengan gaya filosofis yang khas, yai-
tu dengan menyelami makna keadilan sampai ke
dasarnya demi mendapat sebuah pemahaman yang
memadai. Semua itu disampaikan pada sebuah
kolokium bertajuk Deconstruction and the Possibil-
ity of Justice yang diselenggarakan di Benjamin N.
Cardozo School of Law, New York. Di sana Derrida
menunjukkan bahwa keadilan yang selama ini di-
gunakan sebagai landasan hukum bukan merupa-
kan wajah keadilan yang sesungguhnya. Dengan

begitu, landasan yang memberikan legalitas pada
hukum merupakan sebuah landasan yang metafisis
atau dengan istilah lain bersifat “mistis.” Dengan
kata lain, keadilan membutuhkan hukum karena
hukum memiliki otoritas, tapi hukum dan otoritas-
nya memiliki landasan pada dirinya sendiri, bukan
pada keadilan. Struktur inilah yang coba diungkap-
kan oleh Derrida pada seluruh uraiannya. Tujuan-
nya adalah untuk menegaskan bahwa hukum bisa
memunginkan terwujudnya keadilan, kendati tidak
bisa menjamin semuanya berlangsung secara adil.

Artikel ini menguraikan topik tentang keadilan
dalam pandangan dekonstruksi dengan menggu-
nakan metode deskriptif kualitatif, dan makalah
Derrida (Force of Law) adalah objek kajiannya. Sing-
katnya, artikel ini akan menelaah poin-poin pen-
ting dari makalah Derrida yang berkaitan dengan
tujuan penelitian, yaitu: menunjukkan perbedaan
antara keadilan dan hukum. Semuanya itu disusun
dalam sistematika sebagai berikut: (1) Keadilan dan
Hukum, (2) Hukum dan Kekerasan, (3) Keadilan
dan Dekonstruksi, serta (4) Kesimpulan.

Keadilan dalam pandangan dekonstruksi

Sub pembahasan ini merupakan telaah terhadap
uraian Derrida (Force of Law) yang diringkas ke da-
lam tiga fokus bahasan berikut ini:

1. Keadilan dan Hukum

Bagi Derrida, keadilan dapat dipahami di dalam
hukum yang menunjukkan apa yang benar dan se-
harusnya dilakukan manusia. Alasannya tidak lain
adalah karena hukum memberikan wewenang atau
hak kepada seseorang atau sejumlah orang untuk
memastikan agar apa yang adil dan benar itu diber-
lakukan. Kemudian, secara bersamaan, hukum juga
memberikan kewajiban kepada seseorang atau se-
jumlah orang untuk memenuhi tuntutan tersebut,
atau dengan kata lain hukum mewajibkan manu-
sia berlaku adil dan benar. Di dalam wajah hukum
inilah keadilan dapat ditemukan sebagai pengatur
kehidupan manusia untuk melakukan apa yang
adil dan benar (droit).! Prinsip dasar keadilan ini
dijelaskan Derrida melalui sebuah ilustrasi yang

1 Jacques Derrida, Force of Law: The “Mystical Foundation of
Authority” dalam Deconstruction and the Possibility of Justice,
Editor Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, dan David
Gray Carlson (New York: Routledge, 1992), h. 5.
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kebetulan dekat dengan peristiwa seputar koloki-
um tersebut. Penyelenggara kolokium telah me-
minta Derrida untuk menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar selama sesi berlangsung.
Derrida, seorang berkebangsaan Prancis, yang se-
hari-harinya memakai bahasa Prancis, diwajibkan
untuk memahami sekaligus menggunakan bahasa
Inggris; dan semuanya itu dimungkinkan terjadi
atas nama keadilan. Dengan kata lain, apa yang adil
dan benar pada peristiwa di seputar kolokium telah
memberikan kewajiban bagi Derrida untuk berba-
hasa Inggris, dan semua itu tidak lain adalah un-
tuk memenuhi tuntutan dari peserta yang mayor-
itasnya berbahasa Inggris. Di dalam hukum yang
memberikan kewenangan untuk mewajibkan ma-
nusia berlaku benar dan adil inilah keadilan dapat
dipahami.

Dengan demikian, keadilan menyatakan dirinya di
dalam hukum, tapi di satu sisi hukum telah selalu
memiliki kewenangan atau otoritas di dalam diri-
nya sendiri. Kewenangan itu bisa berupa kekua-
saan atau kekuatan mayoritas. Sebagaimana ditun-
jukkan oleh kekuasaan penyelenggara kolokium
dalam menentukan bahasa yang digunakan dan
kekuatan mayoritas peserta yang ingin mendengar-
kan paparan Derrida di dalam bahasa mereka. Hal
tersebut membuktikan bahwa keadilan pada diri-
nya sendiri berbeda dengan hukum. Sebab keadilan
dapat dipahami melalui hukum, tapi hukum tidak
melulu adil. Inilah prinsip keadilan dalam perbe-
daannya dengan hukum yang ditunjukkan oleh
Derrida.

Uraian Derrida tentang prinsip dasar keadilan te-
lah membuka sebuah diskursus tentang “wajah”
asli keadilan itu sendiri. Apakah keadilan bersifat
objektif (hukum-alam) atau sebuah konsep yang
ada di dalam diri manusia? Apakah keadilan ber-
sifat tunggal atau berlaku secara umum? Jawaban
dari pertanyaan-pertanyaan tadi akan ditemukan
di uraian selanjutnya. Pada dasarnya, Derrida
akan mengungkapkan bahwa keadilan pada diri-
nya tidak dapat dipahami secara utuh di dalam
bentuk. Oleh sebab itu, keadilan yang identik we-
wenang dan kewajiban ini digambarkan sebagai
“hantu” atau bersifat mistis. Alasannya tentu saja
karena wujud dari keadilan dapat dirasakan se-
cara langsung di dalam wewenang dan kewajiban
berlaku benar dan adil, tapi keberadaannya tidak
dapat ditunjukkan atau didefinisikan secara pasti.

2. Hukum dan Kekerasan

Bagi Derrida, hukum yang selama ini digunakan
untuk mewujudkan keadilan tidak hanya identik
dengan otoritas, tapi juga dengan kekerasan. Topik
ini diuraikan dengan merujuk pada karya Walter
Benjamin (1892-1940) berjudul Zur Kritik der Gewalt

(1921). Istilah “Gewalt” dalam tradisi Jerman —yang
secara langsung diterjemahkan sebagai kekuasaan
dan kekerasan—telah selalu dihubungkan dengan
hukum dan otoritas pembuat hukum, seperti: le-
gislatif, institusi agama, dan negara. Dengan begi-
tu, Gewalt secara bersamaan mengandung kedua
arti berikut ini: (1) Sebagai kekerasan, dan (2) Se-
bagai kekuasaan yang sah untuk melaksanakan
kekerasan.? Penjelasan Benjamin mengenai Gewalt
telah menunjukkan otoritas yang dimiliki hukum
dan lembaga hukum dalam hal menggunakan
kekerasan secara sah. Sampai di sini sebenarnya
ditarik sebuah kesimpulan bahwa: “di dalam hu-
kum sebenarnya tidak ada keadilan.” Sebab tidak
mudah untuk memisahkan antara kekerasan yang
dilakukan secara sah (legal) dan kekerasan yang ti-
dak sah (ilegal). Terlebih lagi karena hukum pada
dirinya sendiri tidak identik dengan keadilan, tapi
hukum telah selalu identik dengan kekerasan. Un-
tuk itu, kekerasan pada hukum tidak melulu ber-
landaskan keadilan. Namun, Derrida tidak berhenti
pada kesimpulan tadi, justru ia mengungkapkan
tujuan yang sesungguhnya dari otoritas yang dimi-
liki oleh hukum.

Bagi Derrida, tujuan sesungguhnya dari hukum
bukanlah sekadar memberikan daftar larangan-la-
rangan dan hukuman, tapi memberikan peneguh-
an (afirmasi) kepada apa yang benar dan adil
(halaman 8-9). Atas dasar itulah hukum memiliki
kekuasaan atau bersifat memaksa. Bahkan dengan
menggunakan kekerasan. Tentang hal ini ia men-
jelaskannya melalui pemikiran Pascal dan Mon-
taigne. Keduanya, Pascal dan Montaigne, menun-
jukkan bahwa hukum tidak mungkin dipisahkan
dari kekuasaan untuk melakukan kekerasan. Der-
rida mengutip keduanya dengan menyatakan bah-
wa hukum dipatuhi bukan karena adil, tapi karena
memiliki kekuasaan untuk melakukan kekerasan
atas nama keadilan (halaman 10-13). Dari sini tam-
pak jelas bahwa keadilan membutuhkan hukum
yang memberikan paksaan, bahkan dengan meng-
gunakan kekerasan, agar apa yang benar dan adil
dapat terwujud. Dengan kata lain, keadilan tanpa
hukum tidak bisa disebut sebagai sebuah keadilan.
Kendati tidak tertutup kemungkinan untuk terwu-
judnya sebuah ketidak-adilan di dalam penegakan
hukum. Dengan demikian, kekerasan di dalam
hukum tidak pernah berlandaskan pada keadilan,
tapi berlandaskan pada hukum itu sendiri. Sebab
hukum tidak pernah bisa memberikan kepastian
akan adanya keadilan, hukum hanya bisa memak-
sakan pemberlakuan apa yang secara legal disebut
sebagai benar dan adil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keadilan bisa
ditemukan di dalam hukum yang memiliki kekuasa-

2 Derrida, 6.
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an untuk melakukan kekerasan. Namun, hal itu ti-
dak menjadikan keadilan identik dengan hukum,
justru menunjukkan perbedaan di antara keduanya.
Sebab hukum yang telah selalu identik dengan ke-
kerasan memang membutuhkan sebuah landasan
untuk mendukung legalitasnya, dan landasan itu bisa
ditemukan di dalam bentuk apapun juga, termasuk
ketidakadilan. Alasannya tentu saja karena kekerasan
merupakan sifat dari hukum itu sendiri dengan atau
tanpa keberadaan dari keadilan. Kenyataan tersebut
sebenarnya menjelaskan sebuah hubungan di antara
keduanya. Hukum yang di satu sisi tidak bisa menun-
jukkan keberadaan dari keadilan secara utuh, entah di
dalam atau di luar hukum itu sendiri, harus senantia-
sa mengubahkan dirinya agar dapat mendekati apa
yang disebut sebagai adil. Keadilan yang tidak bisa
ditemukan itu, di sisi lain, telah selalu memberikan
kemungkinan, atau secara lugas dapat dikatakan juga
telah memaksa, hukum untuk mengalami perubah-
an. Kenyataan dari perbedaan dan hubungan antara
keadilan dan hukum tadi bisa dijelaskan juga sebagai
berikut: keadilan telah selalu mendekonstruksikan
hukum secara terus-menerus. Oleh karenanya, uraian
tentang landasan kekerasan dari hukum ini menun-
tun pada pembahasan selanjutnya tentang keadilan
dan dekonstruksi.

3. Keadilan dan Dekonstruksi

Di halaman selanjutnya, halaman 13 dan seterus-
nya, Derrida menguraikan tentang bagaimana
keadilan telah dipahami melalui berbagai bentuk
hukum. Setidaknya perubahan pemahaman terha-
dap keadilan bisa ditemukan melalui dua hal ber-
ikut: (1) Perubahan pandangan terhadap hukuman
mati (halaman 29), dan (2) Perubahan bentuk hu-
kum di era monarki dan demokrasi (halaman 45).
Kedua perubahan tadi merupakan tanda bahwa
hukum pada dirinya sendiri tidak bisa menunjuk-
kan keadilan secara utuh. Dengan kata lain, hukum
bisa menjadi adil dan tidak adil secara bersamaan.
Kondisi hukum yang seperti itu dijelaskan melalui
sebuah frasa terkenal dari Benjamin yang dikutip
oleh Derrida, yaitu: “sesuatu yang busuk dalam
hukum”? (bandingkan dengan halaman 39 dan 42).
“Kebusukan” yang ada di dalam hukum menunjuk-
kan peran keadilan dalam hal memaksa hukum un-
tuk selalu berubah, dan perubahan tersebut terjadi
dari dalam hukum itu sendiri yang menyadari bah-
wa ada sesuatu yang tidak pas dalam hal mewujud-
kan keadilan. Sebagaimana ditunjukkan pada con-
toh ketika hukum mengalami perubahan dalam hal
memandang hukuman mati, dan perubahan dari
hukum yang melindungi penguasa (monarki) men-
jadi hukum yang melindungi semua (demokrasi).

3 Walter Benjamin, Toward the Critigue of 1 iolence, Pen-
erjemah Julia Ng (Stanford: Stanford University Press,
2021), h. 47.

Akan tetapi, Derrida menegaskan, kenyataan
bahwa hukum tidak bisa menunjukkan “wajah”
asli keadilan bukanlah sebuah hal yang melulu
negatif. Kenyataan tersebut hanya membuktikan
bahwa keadilan memang tidak bisa dipastikan
keberadaannya, tapi pengaruhnya tetap bisa dira-
sakan dalam hal memaksa hukum untuk berubah.
Oleh karenanya, kenyataan bahwa keadilan tidak
bisa dipastikan keberadaannya justru memberikan
sebuah peluang atau kemungkinan bagi penguasa
dan penegak hukum untuk menerapkan hukum
seadil-adilnya. Kenyataan ini akan menghasilkan
hal yang berbeda jika keberadaan keadilan sudah
dapat dipastikan, entah di dalam atau di luar hu-
kum. Justru kalau keberadaan keadilan sudah bisa
dipastikan, maka kenyataan tersebut akan men-
ciptakan sebuah tirani atau penindasan atas nama
keadilan. Kenyataan yang diuraikan tadi menun-
jukkan alasan mengapa Derrida tidak memandang
keadilan sebagai sebuah ketiadaan maupun sebagai
sebuah keberadaan yang ada-di-sini; tapi ia me-
negaskan bahwa keadilan hanya bisa dipandang
sebagai sebuah keberadaan yang ada-di-sana atau
yang akan datang (avenir).

Dengan demikian, Derrida menunjukkan pengaruh
atau wewenang yang sesungguhnya dimiliki oleh
keadilan, yaitu: untuk mendesak atau memaksa
hukum mengalami perubahan. Singkatnya, hukum
mendekonstruksikan dirinya sendiri agar tetap me-
madai untuk merawat kehidupan, sehingga hukum
tidak merawat dirinya sendiri untuk mengorban-
kan kehidupan. Di dalam struktur atau kerangka
pandang inilah Derrida menjelaskan keadilan se-
bagai sebuah kemungkinan atau metonimia dari
dekonstruksi.

Kesimpulan

Derrida dengan gayanya yang khas telah menye-
lami makna keadilan sampai ke dasarnya untuk
menunjukkan pemahaman yang memadai terha-
dapnya. Keadilan, bagi Derrida, telah selalu mewu-
jud di dalam hukum—mengingat bahwa hukum
memiliki kekuasaan untuk memaksa, bahkan de-
ngan kekerasan— tapi hukum pada dirinya sendiri
tidak bisa mewujudkan keadilan secara utuh. Hu-
kum harus terus-menerus mendekonstruksikan di-
rinya sendiri untuk menemukan kembali keadilan.
Dengan perkataan lain, hukum pada dirinya sendiri
dapat menunjukkan legalitasnya dalam hal men-
egakkan keadilan, tapi tidak pernah bisa membuk-
tikan keberadaan keadilan, baik di luar dirinya atau
di dalam dirinya. Hal tersebut bukanlah sebuah
pemandangan negatif tentang keadilan dan hu-
kum, tapi justru sebuah kabar baik. Sebab keadilan
yang tidak bisa dipastikan keberadaannya itu se-
benarnya telah membebaskan hukum untuk mem-
proyeksikan keadilan secara bebas tanpa dibatasi
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oleh idealisme tertentu, entah di dalam dirinya atau
di luar dirinya. Hukum dapat menjadi luwes dalam
menjalankan tugasnya untuk menjaga dan merawat
kehidupan demi kehidupan itu sendiri, bukan yang
lain.

Pada akhirnya, uraian Derrida tentang keadilan bu-
kan hanya menunjukkan bahwa dekonstruksi—se-
bagai sebuah kerangka pandang —memadai untuk
menjelaskan realitas hukum, tapi juga menunjuk-
kan bahwa dekonstruksi bukanlah sebuah peng-
hancuran.
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